WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan
penanggulangan tuberkulosis di daerah sebagaimana
diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis, maka perlu diatur dalam suatu
perencanaan yang terstruktur, terukur dan sesuai
Peraturan Perundang-undangan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah

Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2020 - 2024

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Daerah-Daerali Kota Ketjil Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahiiti 2019 Nomor 183, Tamibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undanhg-Undarig Notnot 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5542);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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14.

15.
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18.

19.

20.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
Negara Republik Indonesia Tahuii 2014 Nomor1755);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015
tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit (Berita Negara Kesehatan
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repuiblik Inidonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturari Metiteri Kesehatari Nomor 43 Tahlun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1475);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
Peratiiran Daerdh Nomiér 4 Tahiin 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kawasar Tanpa Rokok (Lembarari Daerah Kota Blitar
Tahun 2019 Nomor 1)




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2020 - 2024

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kota Blitar

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota
Blitar

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Bappeda Kota Blitar.

Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah
Inspektorat Kota Blitar

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut, Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kota Blitar.

Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular
yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat
menyerang paru dan organ lainnya.

Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut
Penanggulangan TB adalah segala upaya Kkesehatan yang
mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan
aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi
kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau
kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan
mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulééis yang selanjutnya
disebut RAD Penariggilatigan TB adalah dokiitiien operasional




11.

12.

kebijakan daerah jangka menengah dalam rangka penanggulangan
Tuberkulosis yang diterapkan melalui pendekatan berbasis
masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung
eliminasi Tuberkulosis padé. tahun 2030 dan pencapaian program
pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDG).
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya
disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah pedoman bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RAD Penanggulangan TB Tahun 2020-2024 memiliki peranan sebagai

rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program

penanggulangan TB dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung

program percepatan eliminasi TB Tahun 2030

Pasal 3

RAD Penanggulangan TB Tahun 2020-2024 memiliki fungsi sebagai :

a.

instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TB
daerah jangka menengah di daerah;

rencana peningkatan kinerja penanggulangan TB di daerah;

media internalisasi program atau kegiatan ke dalam program atau
kegiatan perarigkat daérah yang terkait; dan

acuan pengalokasian anggaran APBD Dbagi program-program

peningkatan kinerja penanggulangan TB




BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4
(1) RAD Penanggulangan ‘TB Tahun 2020-2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan;
Bab II Analisa Situasi,
c. Bab III Isu Strategis;
d. Bab IV Indikator Kinerja;
e. Bab V Strategi;

=3

f.  Bab VI Pembiayaan; dan
g Bab VI Penutup

(2) RAD Penanggulangan TB Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5
Pendanaan RAD penanggulangan TB Tahun_ 2020-2024 dibebankan pada
APBN, APBD Provitisi, APBD Kota Blitar dan siitiber dand lainfiya yang sah
dan tidak mengikat

BAB YV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6
(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TB
Tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Teknis
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 8 Juli 2020
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 196709091998031008




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN
2020-2024

BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan dan
pengendalian TB. Meningkatnya kasus TB MDR, TB HIV, TB DM, TB pada anak
dan masyarakat rentan lainnya menjadi beban berat bagi program kesehatan
masyarakat di Indonesia. Survei Prevalensi Nasional (SPN) TB 2013-2014
memperkirakan prevalensi TB sebesar 660/100.000, berarti perkiraan penderita TB
yang ada di masyarakat saat ini 660 pasien dari 100.000 penduduk, sedangkan
prevalensi di Provinsi di Jawa Timur sebesar 316/100.000 penduduk. Angka tersebut
menekankan bahwa persoalan penanggulangan dan pengendalian TB di Indonesia
sangat memerlukan upaya serius dan berkelanjutan.

Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 9
yang menyatakan “Setiap orang berkewajiban ikut mewwjudkan, mempertahankan,
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dimana
pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan
masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan”, menjadi landasan penting
dalam penanggulangan dan pengendalian TB. Secara khusus pasal tersebut telah
dipertegas dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan pada Pasal 2
Ayat 2 Huruf K dengan menyebutkan “Setiap orang dengan IB mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar”.

TB adalah penyakit yang menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB
(Mycobacterium tuberculosis).Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi
dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Kuman TB berbentuk batang mempunyai
sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan Zichl Neelsen, oleh karena itu
disebut pula sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Kuman dapat bertahan hidup dalam
suhu yang sangat rendah yaitu antara 20°C sampai minus 70°C, namun sangat peka
terhadap panas sinar matahari dan ultra violet. Didalam dahak pada suhu 300°-370°C
kuman cepat mati dalam waktu seminggu, sedangkan apabila terpapar dengan sinar
ultra violet secara langsung sebagian besar kuman akan mati dalam waktu beberapa
menit.




BAB VII

PENUTUP
RAD penanggulangan TBC di Kota Blitar merupakan referensi untuk proses
perencanaan dan penganggaran yang resmi dan diberlakukan oleh
Pemerintah Kota Blitar. Sebagai sebuah rencana aksi yang berkelanjutan
dalam rangka menuju Eliminasi TBC Tahun 2030, penyusunan RAD
Penanggulangan TBC menjadi langkah strategis bagi penyelenggaraan
pelayanan publik bidang kesehatan yang diamanatkan dalam Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah
Daerah.

Dokumen ini adalah produk dari multi pemangku jabatan daerah yang
berkompeten terhadap pengelolaan program penanggulangan dan
pengendalian penyakit Tuberkulosis, proses penyusunannya dilaksanakan
melalui prosedur dan mekanisme sosialisasi, asesmen data dasar,
lokakarya, diskusi kelompok terfokus (FGD), konsultasi publik dan kegiatan
rapat Tim Penyusun. Melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis
dan sinergis menjadikan proses penyusunannya mampu menghasilkan
rumusan sistematis dan aplikatif serta dijadikan sebagai pedoman.

WALIKOTA BLITAR
ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

/o

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008
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